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Abstract. This study aims to analyze the effect of; (1) Regional Taxes, (2) Levies, (3)
Separated Regional Assets Management Results and, (4) Other Legitimate PAD on
Capital Expenditures of Kapuas Regency.

The type of research used is explanatory with a quantitative approach. The population of
this research is the budget realization report of Kapuas Regency. The sampling in this
study used purposive sampling, so the sample in this study was the financial statements of
the Kapuas district for the period 2012 to 2018. The data collection technique was
through documentation, namely data obtained from documents obtained from the Kapuas
Regency Revenue Service. Data analysis was carried out using quantitative descriptive
analysis techniques.

The results showed that, There is no significant effect of Regional Original Revenue
(PAD) originating from 1) Regional Taxes, 2) Levies, and 3) Separated Regional Assets
Management Results on Kapuas Regency Capital Expenditures for 2012-2018, while 4)
Sourced from Other Other Legislative There is a significant influence on the Kapuas
district capital expenditure in 2012-2018.

Keywords: The Effect of Regional Original Income, and Capital Expenditure

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari ; (1) Pajak Daerah, (2)
Retribusi, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan, (4) Lain-lain
PAD yang Sah terhadap Belanja Modal Kabupaten Kapuas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif.
Populasi dari penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten Kapuas.
Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel bertujuan atau Purposive
Sampling, sehingga Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan kabupaten
Kapuas periode tahun 2012  hingga tahun 2018. Teknik pengumpulan data melalui
dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas
Pendapatan Kabupaten Kapuas. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik
analisa deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; Tidak terdapat Pengaruh yang signifikan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi, dan 3)
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Belanja Modal kabupaten
Kapuas Tahun 2012-2018, sedangkan 4) Yang bersumber dari Lain-lain yang Sah
terdapat Pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal kabupaten Kapuas Tahun
2012-2018.

Kata Kunci : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal
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PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secarah penuh tidak dapat
dipungkiri bahwa dalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh
karena itu, malalui undang-undang No. 33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk
memperoleh dana harus dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah
dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah
yang digali dari dalam wilayahnya yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).
Sehingga peran investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan
sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (enginee
of growth). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi daearah serta menimbulkan efek multipler yang besar.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah (1)
kemampuan Belanja Modal, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan
dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelolah dan
menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan; (2) ketergantungan kepada sumber keuangan terbesar yang
didukung juga oleh kebijaka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah
sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan Negara. Dengan kata lain,

keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi

81



Administraus — Jurnal llmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 3 — September 2021 -
http://ejournal stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus

fiscal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBD-nya
yang semakin meningkat.

Penerimaan Kabupaten atau Kota yang tercermin dalam APBD berasal
dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan
dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan
pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah
Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman.

Sejalan dengan pendapat Mardiasmo, dkk (Simanjuntak, 2016: 45) yang
menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam
meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah.
Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah
daerah untuk meghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat
akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Penerimaan PAD digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah
untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana daerah. Penyediaan prasarana
dan sarana tentunya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,
masyarakat yang sejahtera tentunya di indikasikan dengan pertumbuhan ekonomi
yang meningkat. Peningkatan ekonomi masyarakat mempengaruhi Pendapatan
Asli Daerah diantaranya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari
usaha masyarakat. Semakin besar PAD maka semakin besar pula kembali dana
yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan
sarana dan prasarana publik yang kembali berdampak terhadap kesejahteraan
masyarakat dan seterusnya hingga dapat meningkatan PAD kembali. Dengan
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PAD yang besar maka Belanja Modal dapat dibiayai sendiri melalui PAD tanpa
harus menunggu bantuan Pemerintah Pusat, sehingga proses percepatan
pembangunan, penyediaan fasilitas pelayanan publik dapat terlaksana dengan
cepat. Peningkatan kualitas layanan publik akan mampu meningkatkan kontribusi
publik terhadap pembangunan melalui peningkatan PAD.

Berdasarkan wuraian diatas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa
kontribusi PAD memberikan peranan yang begitu besar sebagai sumber
pembiayaan pembangunan di daerah pemerintah, demikian juga di Kabupaten
Kapuas, untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam berotonomi maka penulis
tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan focus pada “Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten Kapuas™.

KAJIAN TEORI
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua
hak Daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam
priode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh
melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
hasil pengelolahan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber
pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiyaan penyelenggaraan dan

pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat.
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Menurut Halim (2014: 101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli Daerah.
Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak
Daerah, retribusi Daerah, hasil perusahaan milih Daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan milik Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2012: 146) pengertian Pendapatan Asli
Daerah adalah hasil dari setoran pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil
pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang
berasal dari berbagai sumber ekonomi asli Daerah.

Nurlan (2013:135) mengemukakan bahwa PAD adalah pendapatan yang
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah.

Sumber-sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan
pembangunan Daerah (Yani, 2014:52)

2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan / diberikan oleh pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Mardiasmo ; 2012: 15)
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Menurut Siahaan (2015:6), Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan Daerah yang dilepaskan
dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran
belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan
sendiri.
Laba perusahaan Daerah merupakan salah satu pendapatan Daerah yang
modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang
dipisahkan.

4. Lain-lain PAD yang Sah
Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan Daerah yang tidak termasuk
dalam jenis pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan

Daerah yang dipisahkan (Yani, 2014:74)

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya
melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan
selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan
pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2014: 54).
Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan

aktiva tetap tertentu (Nordiawan,2016: 12). Belanja modal dimaksudkan untuk
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mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan,
infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk
memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan
dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Dan menurut Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal
adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang
sidatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih
dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat,
meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.
Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar

berikut ini:

Pendapatan Asli Daerah
X)

23

Pajak Daerah (X1)

Retribusi  Daerah (X2)

Belanja Modal
Hasil Pengelolaan (Y)

Kekayaan daerah yang

dipisahkan (X3)

Lain-lain PAD yang Sah
(X4)
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan eksplanatori dengan pendekatan
kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini berlandaskan analisis data yang bersifat
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang dilihat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap Belanja Modal
Kabupaten Kapuas.

Populasi dari penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten
Kapuas. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan  Purposive
Sampling. berupa laporan keuangan kabupaten Kapuas tahun 2012 - 2018.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi meliputi data
Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kabupaten Kapuas Tahun 2012
sampai dengan 2018.

Analisis Data dilakukan dengan Teknik Analisa Deskriptif Kuantitatif, berupa
Statistik deskriptif =~ dan Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan alat

bantu program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 22.

HASIL PENELITIAN

Gambaran tentang Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Kabupaten Kapuas Tahun 2012 — 2018, dapat di lihat pada beberapa tabel berikut :
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Tabel 1.  Realisasi Pajak Daerah
Tahun Target Realisasi Capaian
2012 Rp 6.895.500.000,00 Rp 6.042.224.868,00 87,63%
2013 Rp 6.742.000.000,00 Rp 8.941.106.282,78 132,62%
2014 Rp 11.905.000.000,00 Rp  12.463.474.195,05 104,69%
2015 Rp 22.064.236.000,00 Rp 18.654.680.289,00 84.55%
2016 Rp 13.240.616.000,00 Rp  13.800.061.693.00 104.23%
2017 Rp 16.678.000.000,00 Rp 19.248.376.499,50 11541%
2018 Rp 19.303.500.000,00 Rp  26.163.991.742,50 135,54%
Total Rp 77.525.352.000,00 Rp  79.149.923.82733 102,10%
Tabel 2 Realisasi Retribusi Daerah
Tahun Target Realisasi Capaian
2012 Rp 20.084.105.000,00 Rp 14.703.942.522.00 73.21%
2013 Rp 12.589.383.000,00 Rp 10.333.179.829,32 82.08%
2014 Rp 8.980.415.000,00 Rp  8.723.451.515,00 97.14%
2015 Rp 8.696.716.000,00 Rp 6.482.175.735,00 74.54%
2016 Rp 8.107.480.000,00 Rp  5.974.087.546,00 73.69%
2017 Rp 6.886.300.000,00 Rp  5.823.322.031,00 84.56%
2018 Rp 5.795.500.000,00 Rp 5.370.611.850,00 92.67%
Total Rp 71.139.899.000,00 Rp 57.410.771.028,32 80,70%
Tabel 3 Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Target Realisasi Capaian
2012 Rp 2.600.000.000,00 Rp  2.568.232.109,52 98.78%
2013 Rp 2.600.000.000,00 Rp 3.113.771.370,87 119.76%
2014 Rp 3.000.000.000,00 Rp 2.867.693.482.11 95.59%
2015 Rp 3.500.000.000,00 Rp  3.348.727.803,27 95.68%
2016 Rp 3.935.000.000,00 Rp  3.935.747.315,29 100,02%
2017 Rp 5.525.774.000,00 Rp  5.525.774.489,00 100,00%
2018 Rp 6.650.000.000,00 Rp 6.976.114.127,00 104,90%
Total Rp 27.810.774.000,00 Rp 28.336.060.697,06 101,89%
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Tabel 4  Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun Target Realisasi Capaian
2012 Rp 26.743.215.000,00 Rp 27.795.172.526,00 103,93%
2013 Rp 20.612.577.000,00 Rp 23.525.544.039,11 114,13%
2014 Rp 35.990.771.000,00 Rp 48.262.380.602,06 134,10%
2015 Rp 53.006.900.000,00 Rp 60.622.339.004,85 114,37%
2016 Rp 67.390.467.000,00 Rp 62.123.052.642,58 92,18%
2017 Rp 70.207.536.000,00 Rp 63.120.387.666,83 89.91%
2018 Rp 67.442.001.000,00 Rp 69.149.018.263,05 102,53%
Total Rp 203.743.930.000,00 Rp 222.328.488.814,60 109,12%
Tabel 5  Pendapatan Asli Daerah
Tahun Target Realisasi Capaian
2012 Rp 56.322.820.000,00 Rp 51.109.572.025,52 90,74%
2013 Rp 42.543.960.000,00 Rp 45.913.601.522,08 107.92%
2014 Rp 59.876.186.000,00 Rp 72.316.999.794,22 120,78%
2015 Rp 87.267.852.000,00 Rp 89.107.922.832,12 102,11%
2016 Rp 92.673.563.000,00 Rp 85.832.949.196,87 92,62%
2017 Rp 99.297.610.000,00 Rp 93.717.860.686,33 94,38%
2018 Rp 99.191.001.000,00 Rp 107.659.735.982,55 108,54%
Total Rp 437.981.991.000,00 Rp 545.658.642.039,69 124,58%
Tabel 6  Realisasi Belanja Modal
Tahun Target Realisasi Capaian
2012 Rp 248.944.343.618,00 Rp 220.514.218.164,58 88,58%
2013 Rp 324.108.931.000,00 Rp 265.036.570.426,00 81,77%
2014 Rp 407.272.583.000,00 Rp 312.249.325.368,00 76,67%
2015 Rp 456.974.383.000,00 Rp 412.802.500.766,04 90,33%
2016 Rp 520.892.362.000,00 Rp 520.040.869.724,99 99,84%
2017 Rp 481.936.129.000,00 Rp 467.103.977.691,41 96,92%
2018 Rp 523.442.765.000,00 Rp 458.211.432.653,20 87,54%
Total  Rp 1.958.192.602.618,00 Rp 1.730.643.484.449 61 88,38%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas, 2017

Hasil Analisis Regresi

Hasil uji regressi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 22 atas

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah
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terhadap Belanja Modal Kabupaten Kapuas tahun 2012 — 2018 adalah sebagai

berikut :
Tabel 6. Coefficients?
Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 950482308,869 | 27271799748,995 ,035 ,974
Pajak Daerah 13,277 11,355 ,532 1,169 ,327
1 Retribusi 1,021 4,669 ,022 ,219 ,841
Hasil Pengelolaan 33,603 31,950 ,361 1,052 ,370
Kekayaan Daerah
Lain-Lain PAD yang Sah 8,572 2,449 1,149 3,500 ,039
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Tabel 7. Model Summary
Model R R Square Adjusted R Std. Error of the
Square Estimate
1 ,9992 ,998 ,995| 57869270712,6
7088

a. Predictors: (Constant), Lain-Lain PAD yang Sah, Retribusi, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah, Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 6. diperoleh persamaan analisis regressi berganda sebaga
berikut :
Y=950.482.308,9+ 13,277 X1 + 1,021 X2+ 33,603 X3 + 8.572 X4

Angka 950.482.308,9 pada persamaan regressi berganda diatas berarti
bahwa tanpa adanya Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2), Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) dan Lain-Lain PAD yang
Sah (X4), maka belanja modal Kabupaten Kapuas adalah sebesar Rp
950.482.308,9.

Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah dari Pos Pajak Daerah
(X1) bernilai positif, berarti ada hubungan searah antara Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari pos Pajak Daerah dengan Belanja Modal Kabupaten Kapuas. Artinya

apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah meningkat, maka
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Belanja Modal Kabupaten Kapuas juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya,
hasil Uji Signifikansi Pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dari Pos Pajak
Daerah dengan Uji t adalah nilai t hitung sebesar 1.169 sedangkan t tabel sebesar
2,364 dengan signifikansi sebesar 0,327. Karena t hitung < t tabel (1,168<2,364)
atau sig t < 5% (0,327 > 0,05), maka hipotesis penelitian yang berbunyi “Terdapat
pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal di Kabupaten Kapuas” dinyatakan
ditolak, artinya Pengaruhnya Tidak Signifikan.

Koefisien regresi variabel Retribusi Daerah  bernilai positif, berarti ada
hubungan searah antara Retribusi Daerah dengan Belanja Modal Kabupaten
Kapuas. Artinya apabila Retribusi Daerah  meningkat, maka Belanja Modal
Kabupaten Kapuas juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, hasil Uji
Signifikansi Pengaruh dari Retribusi Daerah dengan Uji t adalah nilai t hitung
sebesar 0,219 sedangkan t tabel sebesar 2,364 dengan signifikansi sebesar 0,841.
Karena t hitung > t tabel (0,219< 2,364) atau sig t < 5% (0,841 > 0,05), maka
Hipotesis penelitian yang berbunyi “Terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap
belanja modal di Kabupaten Kapuas” dinyatakan ditolak artinya Pengaruhnya
Tidak Signifikan.

Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) bernilai positif, berarti ada hubungan
searah antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) dengan Belanja Modal
Kabupaten Kapuas. Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3)

meningkat, maka Belanja Modal Kabupaten Kapuas juga akan mengalami
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peningkatan. Selanjutnya, hasil Uji Signifikansi Pengaruh dari Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan Uji t adalah nilai t hitung sebesar
1,052 sedangkan t tabel sebesar 2,364 dengan signifikansi sebesar 0,370. Karena t
hitung < t tabel (1,052<2,364) atau sig t < 5% (0,370 > 0,05), maka Hipotesis
penelitian yang berbunyi “Terdapat pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan terhadap belanja modal di Kabupaten Kapuas” dinyatakan
ditolak artinya Pengaruhnya Tidak Signifikan.

Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah dari Lain-lain PAD
yang sah (X4) bernilai positif, berarti ada hubungan searah antara Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari pos Lain-lain PAD yang sah (X4) dengan Belanja Modal
Kabupaten Kapuas. Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Lain-lain
PAD yang sah (X4) meningkat, maka Belanja Modal Kabupaten Kapuas juga
akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, hasil Uji Signifikansi Pengaruh dari
Lain-lain PAD yang sah dengan Uji t adalah nilai t hitung sebesar 3,500
sedangkan t tabel sebesar 2,364 dengan signifikansi sebesar 0,039. Karena t
hitung > t tabel (3,500>2,364) atau sig t < 5% (0,039 < 0,05), maka Hipotesis
penelitian yang berbunyi “Terdapat pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap
belanja modal di Kabupaten Kapuas” dinyatakan diterima, berarti Pengaruhnya
adalah Signifikan.

Sedangkan untuk pengaruh variabel Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah
(X2), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3)
dan Lain-Lain PAD yang Sah (X4) secara simultan terhadap Belanja Modal
Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel 7. Berdasarkan pada tabel dapat
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diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri dari Pajak Daerah (X1) Retribusi
Daerah (X2), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
(X3) dan Lain-Lain PAD yang Sah (X4) secara bersama-sama memberikan
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Kapuas
yaitu sebesar 99,5% dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari pos Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan
Lain-Lain PAD yang Sah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap Belanja Modal Kabupaten Kapuas.

Pengaruh pajak Daerah terhadap belanja modal

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan
pembangunan Daerah. Pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangun
daerah, tampa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk
pembangunan akan sulit untuk di penuhi. ~ Pemerintah Daerah dalam melakukan
pungutan pajak sesuai dengan fungsinya. Yaitu fungsi budgeter dan fungsi
regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara
yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Sedangkan, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur
untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak atas rokok, pajak atas minuman keras,

pajak ekspor, pajak atas barang mewah dan sebagainya.
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Pajak Daerah dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada
pos pajak Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran 2012 — 2018. Dan hasil analisis
menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Kapuas dari tahun 2012
hingga tahun 2018 mengalami turun naik.

Hasil analisis koefisien determinan menunjukkan bahwa pajak daerah
memberikan pengaruh yang positif terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas

sebesar 98,2%, akan tetapi pengaruhnya Tidak Signifikan.

Pengaruh retribusi Daerah terhadap belanja modal

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi
memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut
tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan
masyarakat. Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai
pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi
terhadap PAD akan tinggi atau besar pula. Retribusi daerah dapat diketahui dari
nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos retribusi daerah dalam Laporan
Realisasi Anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran

2012 — 2018. Dan analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa Pendapatan Asli
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Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari retribusi daerah
Kabupaten Kapuas mengalami penurunan dari tahun ketahun.

Hasil uji Koefisien determinan menunjukkan bahwa retribusi daerah
memberikan pengaruh yang positif terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas
yaitu sebesar 91,2%, akan tetapi pengaruhnya Tidak Signifikan.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap
belanja modal

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang
dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui
anggaran  belanja daerah dan  dimaksudkan untuk dikuasai dan
dipertanggungjawabkan sendiri. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan
milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini
antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan
modal daerah kepada pihak ketiga. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran 2012 —2018.
Analisis secara kuantitatif menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan memberikan konribusi sebesar 87,6% terhadap belanja modal
Kabupaten Kapuas. Sedangkan analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Hasil
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2012 hingga tahun
2018 mengalami turun naik.

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan pengaruh yang
positif terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 98,4%. Dengan
demikian Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga terbukti
memberikan pengaruh dominan terhadap Belanja modal Kabupaten Kapuas, akan

tetapi pengaruhnya juga Tidak Signifikan.

Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap belanja modal

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan tentang lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan
daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Beberapa macam pendapatan asli daerah yang berasal
dari lain-lain PAD, yaitu ppendaatan dari bantuan langsung untuk daerah
kesehatan, pendapatan dari ASKES, Pendapatan premi asuransi, pendapatan sewa
lain-lain, pendapatan dinas, pendapatan denda retribusi, meningkatnya pendapatan
dari lain-lain PAD akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak
termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah dapat diketahui dari
nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos Lain-lain PAD yang sah dalam Laporan
Realisasi Anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran

2012 -2018.
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Analisis secara kuantitatif menunjukkan bahwa laoi-lain PAD yang sah
memberikan pengaruh sebesar 82,8% terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas.
Analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Lain-Lain Pendapatan Asli daerah
Yang sah pada tahun 2012 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi atau turun naik.
Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan
Asli daerah Yang sah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

belanja modal Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 99,6%.

PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada hasil perhitungan, analisis dan pembahasan dapat ditarik
kesimpulan bahwa Tidak terdapat Pengaruh yang signifikan dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari 1) Pajak Daerah, 2)
Retribusi  Daerah, dan 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
terhadap Belanja Modal kabupaten Kapuas Tahun 2012-2018, sedangkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah memberikan Pengaruh yang signifikan terhadap

belanja modal kabupaten Kapuas Tahun 2012-2018.

Saran
Memperhatikan kesimpulan yang diperoleh, akhirnya dapat dikemukakan
beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian dengan uraian sebagai

berikut : 1) Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
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Kapuas dari retribusi daerah, maka yang dapat dilakukan melkukan pendataan
ulang mengenai potensi retribusi daerah di Kabupaten Kapuas serta mengadakan
sosialisasi mengenai objek retribusi daerah di Kabupaten Kapuas, 2) Agar
Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat maka pemerinta Kabupaten Kapuas
perlu meningkatkan usaha pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah secara intensif dan aktif, dan 3) Untuk peneliti selanjutnya
diharapkan dapat memperluas objek penelitian, menggunakan ruang lingkup yang

lebih luas sehingga memberikan hasil yang lebih spesifik.
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